QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain
disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Korps
diperlukan sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang
harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan
dan kehidupan sehari-hari;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian
dukungan teknis operasional dan administrasi serta standarisasi
terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh Jaya tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Jaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4389);



Menetapkan
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11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Presiden Nomor
82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps
Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri
Sipil yang ditugaskan pada sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik
Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota;
Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH JAYA.
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Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
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2.
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12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh seorang
Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang mengatur Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya adalah Ketua dan
para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang
selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Jaya.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk
menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan
perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat
demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan
bertanggungjawab.

Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya.
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Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.



